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Abstrak 

Pengampunan pajak atau tax amnesty merupakan konsep penghapusan sanksi 

bagi Wajib Pajak (WP) yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan 

perpajakan. Pengampunan pajak merupakan salah satu bentuk insentif pajak 

dengan tujuan meningkatkan penerimaan negara dan kepatuhan WP. Data yang 

didapat oleh fiskus juga akan digunakan untuk mendukung fungsi pengawasan. 
Dengan dasar tersebut, pemerintah menambahkan pembahasan Rancangan 

Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak sebagai salah satu Program Legislasi 

Nasional (Prolegnas) untuk tahun 2025. Untuk dibakukan sebagai kebijakan 

perpajakan, pengampunan pajak hendaknya memenuhi asas-asas pemungutan 

pajak, yaitu revenue productivity, equality, dan ease of administration. Penelitian 

ini bertujuan untuk menganalisis peluang pengesahan RUU Pengampunan Pajak 

sebagai Undang-Undang dan dilakukan dengan menilik penegakan asas-asas 
pemungutan pajak dalam program Pengampunan Pajak pada tahun 2016 dan 

Program Pengungkapan Sukarela pada tahun 2022 melalui penelitian kualitatif 

deskriptif. Penelitian dilakukan dengan metode tinjauan pustaka sistematis (SLR) 

serta menggunakan sumber sekunder melalui undang-undang, buku, dan 

penelitian terdahulu. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa pengampunan pajak 

hanya memenuhi asas revenue productivity, tetapi belum memenuhi asas 

equality dan ease of administration. Pengampunan pajak mendistorsi asas 
equality dengan menghilangkan sanksi bagi WP pelanggar ketentuan perpajakan. 

RUU Pengampunan Pajak juga meluluhkan asas ease of administration pada 

aspek certainty karena menghilangkan sanksi yang merupakan salah satu alat 

penegakan hukum. 

Kata Kunci : Pengampunan Pajak, Sanksi Administrasi, Keadilan, Direktorat 

Jenderal Pajak 
 

Abstract 

Tax amnesty is a concept that involves the elimination of penalties for taxpayers 

who have violated tax regulations. It serves as a form of tax incentive with the aim 

of increasing state revenue and tax compliance. The data obtained by the tax 

authorities will also be utilized to support supervisory functions. Based on this 

premise, the government has included the discussion of the Draft Law on Tax 
Amnesty as one of the National Legislation Program for 2025. To be established as 

a tax policy, tax amnesty should adhere to the principles of tax collection, namely 

revenue productivity, equality, and ease of administration. Therefore, this research 

aims to analyze the prospects of enacting the Draft Law of Tax Amnesty as a law. 

This research is conducted by examining the enforcement of the tax collection 

principles in the 2016 Tax Amnesty program and the 2016 Voluntary Disclosure 

Program through qualitative descriptive research. The research is carried out using 
a systematic literature review (SLR) method with secondary data obtained from 

laws, books, adn previous studies. The research findings indicate that Tax Amnesty 

mailto:pablodwipa@gmail.com


Siregar, Analisis Asas Pemungutan Pajak … 

Journal of Tax Policy, Economics, and Accounting – Vol. 3 No. 1 (2025) | 28  
 

only fulfills the principle of revenue productivity, but does not meet the principle of 

equality and ease of administration. Tax Amnesty distorts the principle of equality 

by eliminating penalties for taxpayers who have violated tax regulations. The Draft 
Law on Tax Amnesty also undermines the principle of ease of administration in 

terms of certainty by eliminating sanctions, which are ones of the instruments of law 

enforcement. 

Keywords: Tax Amnesty, Administrative Sanctions, Equity, Directorate General 

of Taxes 

 

PENDAHULUAN 

Presiden Republik Indonesia ke-7, Joko Widodo, telah menyampaikan pidato terkait 

Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 

Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangan-nya pada tanggal 16 Agustus 2024. Kebijakan fiskal 

tahun 2025 akan disusun dengan tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan 

berkelanjutan.” Dalam Rancangan APBN tersebut, pendapatan negara ditargetkan sebesar 

Rp2.996,9 triliun yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.490,9 triliun, Penerimaan 

Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp. 505,4 triliun, serta hibah sebesar Rp. 0,6 triliun (Pradipta, 

2024). Mengacu pada grafik 1, terdapat peningkatan target pendapatan negara, termasuk 

penerimaan perpajakan, setiap tahunnya sehingga pemerintah perlu terus melakukan perbaikan 

untuk mencapai target tersebut. 

 

 
Grafik 1 Tren Target APBN Penerimaan Negara, PNBP, dan Hibah 2021-2025 (dalam 

triliun Rupiah) 

Sumber: Direktorat Jenderal Anggaran, 2021; Direktorat Jenderal Anggaran, 2022; Direktorat 

Jenderal Anggaran, 2023; Direktorat Jenderal Anggaran, 2024; Direktorat Jenderal Anggaran, 2025; 

diolah oleh penulis 
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Pada era kepemimpinan  presiden Indonesia ke-8, Prabowo Subianto, pemerintah berencana 

memberikan insentif perpajakan dalam bentuk pengampunan pajak atau tax amnesty. Tujuan 

utama dari program pengampunan pajak ini adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi, 

reformasi perpajakan dengan menciptakan basis data perpajakan yang valid dan terintegrasi, dan 

untuk meningkatkan penerimaan pajak untuk mendukung pembiayaan pembangunan nasional 

(Nasly, 2024). Fasilitas tersebut sedang diajukan untuk dibakukan melalui pengajuan Rancangan 

Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang 

Pengampunan Pajak (RUU Pengampunan Pajak). Hal ini didasarkan niat untuk memfasilitasi Wajib 

Pajak (WP) yang melakukan kesalahan di masa lalu yang terus melakukan penghindaran pajak 

(Simanjuntak, 2024).  

RUU Pengampunan Pajak ini telah disetujui oleh DPR untuk masuk ke dalam Program Legislasi 

Nasional (Prolegnas) prioritas 2025 (Amila, 2024). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 

2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan, prolegnas prioritas merupakan pelaksanaan prolegnas jangka 

menengah yang ditentukan setiap tahunnya. Kesepakatan DPR dalam memutuskan RUU 

Pengampunan Pajak sebagai salah satu Prolegnas Prioritas 2025 merupakan bentuk komitmen DPR 

dalam mendukung kebijakan strategis perpajakan, terutama karena pengampunan pajak dianggap 

memiliki potensi besar dalam meningkatkan penerimaan pajak dan memperkuat basis data 

perpajakan di masa depan (Nasly, 2024).  

Pengampunan pajak atau tax amnesty merupakan konsep penghapusan sanksi yang diberikan 

oleh presiden kepada WP atas pelanggaran terhadap undang-undang perpajakan. Tujuan utama 

program pengampunan pajak adalah meningkatkan penerimaan negara dari penerimaan pajak 

secara besar-besaran dalam batas waktu tertentu      dan repatriasi, yaitu pengembalian akumulasi 

penghasilan warga Indonesia dari luar wilayah Indonesia ke dalam wilayah Indonesia (Clarabella, 

2022; Rahim et al., 2023). Hal tersebut dibuktikan melalui realisasi penerimaan program 

pengampunan pajak pada 2016 yang mencapai Rp130 triliun, deklarasi harta Rp4.813,4 triliun, dan 

repatriasi Rp. 46 triliun (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2017). 

Tujuan lain dari pengampunan pajak adalah untuk mendorong reformasi perpajakan menuju 

sistem perpajakan yang lebih berkeadilan (Rahim et al., 2023). Hal ini menjadi ironi sebab banyak 

WP yang mengkritik program pengampunan pajak karena dinilai mendistorsi asas keadilan. 

Pengampunan pajak membuat WP yang patuh pada kewajiban perpajakan—secara formal dan 

material—dan WP yang tidak patuh terhadap kewajiban perpajakannya mendapatkan perlakuan 

yang setara sehingga hanya menguntungkan WP yang tidak patuh (Arfianto, 2021).  

Lain dari itu, program pengampunan pajak juga mencederai esensi dari sanksi administrasi. 

Tujuan pengadaan sanksi administrasi adalah sebagai upaya paksa untuk meningkatkan 

kepatuhan WP (Azzahra, 2023). Apabila  RUU pengampunan pajak dibakukan sebagai hukum 

positif, maka WP akan mengantisipasi adanya pelaksanaan pengampunan pajak di masa depan 

(Syifa, 2025). Undang-undang tersebut pun dikhawatirkan akan meluluhkan efektivitas sanksi dan 

mendorong WP untuk sengaja tidak patuh dengan kewajiban perpajakannya karena memiliki 

harapan bahwa program pengampunan pajak akan dilaksanakan kembali di masa depan (Wildan, 

2025). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis asas-asas pemungutan pajak 

dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak yang telah disetujui sebagai salah 

satu Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas untuk tahun 2025. 
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TINJAUAN PUSTAKA 

Pengampunan Pajak 

Salah satu upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan penerimaan pajak adalah dengan 

mengimplementasikan insentif pajak berupa amnesti pajak atau tax amnesty (Nuryanah & 

Gunawan, 2022). Program pengampunan pajak adalah konsep penghapusan sanksi oleh 

pemerintah bagi WP yang melanggar peraturan perundang-undangan (Rahim et al., 2023). Program 

ini adalah program satu kali yang diadakan dalam waktu yang relatif singkat dan diprediksikan 

tidak terjadi berulang (Lerman, 1986).  

Keuntungan terbesar dari pengampunan pajak adalah kemampuan menghasilkan peningkatan 

pendapatan dalam waktu yang singkat (Alm, 2005; Nuryanah & Gunawan, 2022). Selain itu, 

pengampunan pajak menghemat biaya administrasi karena mengurangi tumpukan dokumen dan 

tunggakan administrasi. Penghapusan sanksi memberikan kesempatan bagi WP yang ingin menjadi 

patuh namun takut akan sanksi penghindaran pajak yang dilakukan sebelumnya (Lerman, 1986). 

Pengampunan pajak juga sirat akan kelalaian fiskus dalam penegakan hukum pajak sehingga akan 

memengaruhi semakin banyak WP untuk menjadi tidak patuh (Alm, 2005). 

Perilaku WP juga ditentukan oleh penghitungan biaya dan manfaat, ekspektasi, dan persepsi 

keadilan (Canavire-Bacarreza et al., 2023). Setelah RUU Pengampunan Pajak dibakukan menjadi 

hukum positif, WP akan mengharapkan adanya pengampunan pajak atau program lain yang lebih 

menguntungkan di masa depan (Wildan, 2025). Dengan demikian, kepatuhan WP akan menurun 

yang akan berimplikasi pada penurunan fungsi pajak sebagai revenue productivity (Alm, 2003). 

 

Asas Keadilan 

Kebijakan pajak memiliki peran penting dalam membentuk keadilan sosial dan 

mendistribusikan kekayaan untuk kesejahteraan masyarakat (Putra, 2024). Suasa et al.  (2021) 

menyatakan bahwa salah satu kriteria dalam pembentukan suatu kebijakan pajak adalah prinsip 

keadilan pajak, yaitu WP menyumbang fair share (bagian yang wajar) atas cost of government (biaya 

pemerintah). Dengan demikian, dasar hukum diperlukan untuk dapat menegakkan keadilan 

tersebut (Astrina et al., 2021).  

Asas keadilan terdiri dari keadilan horizontal dan keadilan vertikal. Keadilan vertikal berarti 

ketetapan pajak diperlakukan secara proporsional atau sepadan sesuai dengan keadaan terkait 

(Susilawati et al., 2022). Dalam implementasinya, keadilan vertikal menggunakan ability to pay 

approach, yaitu seseorang dengan penghasilan lebih besar akan membayar pajak lebih besar 

(Suasa et al., 2021), sementara keadilan horizontal bermakna bahwa WP dengan kondisi yang 

serupa mendapat perlakuan yang serupa di mata hukum (Susilawati et al., 2022). Dalam konteks 

penghasilan, dua individu dengan penghasilan yang sama akan membayar pajak dalam jumlah 

yang sama (Suasa et al., 2021).  

Asas keadilan juga tercermin dalam perlakuan sanksi dalam sistem perpajakan, yaitu sanksi 

hendaknya diberlakukan bagi seluruh WP yang melanggar hukum perpajakan yang berlaku 

sepadan dengan pelanggarannya. Hal tersebut untuk menegakkan keadilan horizontal yang 

mengatur kedudukan semua orang agar sama di mata hukum (Papadeas & Sykianakis, 2014 dalam 

Susilawati et al., 2022). Apabila sanksi dihapus, sebagaimana diatur melalui program 

pengampunan pajak, maka asas keadilan tidak akan tercermin terhadap WP yang sudah patuh 

(Syifa, 2025).   
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Sanksi 

Hingga kini, kepatuhan pajak senantiasa menjadi masalah bahkan sedari sistem perpajakan itu 

ada (e Hassan et al., 2021).  Untuk memastikan implementasinya berjalan dengan optimal, maka      

sanksi atas pelanggaran hukum perlu diatur. Esensi dari sanksi, termasuk sanksi administrasi 

adalah konsekuensi dari tindakan yang bertentangan dengan hukum. Sanksi berperan untuk 

mencegah terjadinya pelanggaran serta memberikan efek jera terhadap orang  yang melakukan 

pelanggaran (Setiadi, 2009).  

Selain itu, sanksi juga berperan untuk menjamin keadilan dan kesetaraan di antara pihak-pihak 

di bawahnya. Indonesia sebagai negara hukum hendaknya memenuhi tiga prinsip dasar, yaitu 

supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, dan penegakan hukum (Moho, 2019). Dalam 

konteks sanksi administrasi, pelanggaran atas suatu hukum sudah semestinya dikenakan sanksi 

dengan prinsip sepadan. Oleh karena itu, sanksi hendaknya dibakukan dalam dasar hukum tertulis 

untuk memastikan legitimasi dan kepastian hukumnya. 

 

METODE PENELITIAN 

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif yang bersifat 

deskriptif dan analisis untuk membangun pemahaman mendalam mengenai disrupsi asas keadilan 

pemungutan pajak dalam RUU tersebut. Metode penelitian tersebut juga dipilih karena 

kelebihannya dalam memberikan gambaran akan fenomena yang diteliti secara komprehensif 

melalui penyelidikan yang luas dan terbuka (Waruwu, 2023). Subjek penelitian ini adalah WP 

Indonesia termasuk peneliti, terutama masyarakat penerima manfaat program pengampunan 

pajak. Objek penelitian adalah program pengampunan pajak yang telah dilaksanakan pada tahun 

2016 dan tahun 2022 sebagai acuan untuk menganalisis peluang pengesahan RUU Pengampunan 

Pajak menjadi suatu Undang-Undang. Sementara fokus penelitian terletak pada analisis melalui 

sudut pandang asas-asas pemungutan pajak serta esensi sanksi administrasi dalam sistem 

perpajakan di Indonesia.  

Penelitian ini menggunakan metode tinjauan pustaka sistematis (SLR) secara manual sesuai 

dengan tahapan yang dijelaskan oleh Pati & Lorusso (2017) dalam penelitiannya. Tahapan 

penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah merumuskan pertanyaan dan tujuan studi, 

menyusun strategi pencarian literatur, melakukan penyaringan dan seleksi isi, melakukan evaluasi 

artikel secara menyeluruh dan ekstraksi data yang diperlukan, serta menyajikan hasil temuan 

tersebut dalam bentuk naratif, tabel, dan diagram. Data dalam penelitian ini didapat melalui 

sumber buku, jurnal, serta bahan literatur lainnya mengenai penelitian terdahulu untuk 

diklasifikasikan dan kemudian dianalisis. Dengan menggunakan metode tersebut, penelitian 

dimulai dengan pemilihan fokus penelitian, pencarian informasi yang relevan, pengkajian teori 

yang relevan dari penelitian terdahulu termasuk para ahli, analisis teori dan hasil penelitian yang 

relevan, serta penarikan kesimpulan. 

 

PEMBAHASAN  

Quo Vadis Sistem Perpajakan di Indonesia 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan 

(UU HPP), pajak merupakan salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan sebagai upaya 
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peningkatan kesejahteraan, keadilan, dan pembangunan sosial untuk mewujudkan masyarakat 

Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Menurut Rosdiana & Irianto (2012), pajak merupakan 

sumber penerimaan yang paling aman, murah, dan berkesinambungan. Sejalan dengan hal itu, 

pajak menjadi sumber penerimaan negara paling besar selama lima tahun terakhir sebagaimana 

dimuat dalam Grafik 2.  

 

 
Grafik 2 Proporsi Realisasi Penerimaan Negara 2019-2023 (dalam miliar Rupiah) 

Sumber: Badan Pusat Statistik dan diolah oleh penulis, 2024 

 

Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum 

dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU HPP, WP wajib membayar 

pajak yang terutang dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Melalui 

dasar hukum tersebut, Indonesia secara resmi menggunakan sistem self assessment  system dan 

withholding system sejak reformasi perpajakan tahun 1983. Melalui sistem self assessment, WP 

berwenang untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan (Saputri & Kamil, 2021).  

Sistem self assessment sangat bergantung pada motivasi intrinsik untuk membayar yang sering 

disebut dengan tax morale (Kemme et al., 2020). Rendahnya tax morale akan berujung pada 

penghindaran pajak atau tax avoidance dan dapat berkembang menjadi tax evasion atau tindakan 

penghindaran pajak. Norma—seperti ketentuan perpajakan—yang tidak diikuti dengan sanksi 

umumnya akan sulit untuk ditegakkan. Oleh karena itu, ketentuan perpajakan perlu mengatur 

sanksi bagi pelanggar untuk memberikan efek jera dan mencegah pihak lain melakukan kembali 

pelanggaran hukum tersebut (Setiadi, 2009). 

Sanksi, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana, dalam ketentuan perpajakan diatur 

melalui UU KUP dengan prinsip sepadan sesuai dengan ringan-beratnya pelanggaran yang 

dilakukan. Sebagai contoh, sanksi terhadap setiap orang yang karena kealpaannya tidak 

menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) lebih ringan dibandingkan dengan sanksi bagi orang 

yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT sebagaimana diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39 

2019 2020 2021 2022 2023

Penerimaan Perpajakan Penerimaan Bukan Pajak Hibah
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UU KUP. Lebih lanjut, Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak 

Penghasilan s.t.d.d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan 

Perpajakan (UU PPh) mengatur bahwa sanksi administrasi juga tidak dapat dijadikan beban 

pengurang Penghasilan Kena Pajak. Hal tersebut untuk memastikan bahwa beban sanksi 

administratif dirasakan langsung oleh pelanggar; natur yang sama pada sanksi pidana yang diatur 

dalam dasar hukum tersebut.   

Kendati memiliki sanksi administrasi sebagai alat penegak hukum, kepatuhan wajib pajak yang 

bergantung pada kesadaran WP—sehubungan dengan sistem self assessment di Indonesia—masih 

perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, Indonesia melaksanakan program pengampunan pajak yang 

diatur melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (UU 

Pengampunan Pajak). Dalam konsiderans peraturan tersebut, UU Pengampunan Pajak dibentuk      

karena masih banyak harta WP, baik di dalam maupun di luar negeri yang belum atau belum 

seluruhnya dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan mereka. Selain itu, 

konsiderans UU Pengampunan Pajak menyatakan bahwa kebijakan pengampunan pajak dibentuk 

sesuai pertimbangan bahwa Indonesia memerlukan pendanaan besar yang bersumber utama dari 

penerimaan pajak. 

 

Dinamika Tax Amnesty  

Lerman (1986) berpendapat bahwa beban pajak dan sanksi administrasi yang menumpuk 

dapat menurunkan keinginan WP untuk patuh (Lerman, 1986). Salah satu alternatif yang dapat 

dipilih oleh negara untuk meringankan beban pajak tersebut adalah melalui program 

pengampunan pajak atau tax amnesty. Indonesia merupakan salah satu negara yang pernah 

menjalankan program tax amnesty yang diatur melalui UU Pengampunan Pajak. Berdasarkan Pasal 

1 angka 1 UU Pengampunan Pajak, pengampunan pajak adalah “penghapusan pajak yang 

seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang 

perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar Uang Tebusan.” Pasal 2 ayat (2) UU 

Pengampunan Pajak juga menyatakan bahwa program ini bertujuan untuk mempercepat 

pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi, mendorong reformasi perpajakan, dan meningkatkan 

penerimaan untuk pembiayaan pembangunan.  

Penelitian Ispriyarso (2019) merangkum program pengampunan pajak tahun 2016 yang 

dilaksanakan dalam tiga periode dengan peserta periode pertama mencapai 393.358 WP, periode 

kedua  223.000 WP, serta periode ketiga 356.172 WP. Adapun total peserta adalah sebesar 972.530 

WP, terdiri dari Orang Pribadi non Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Orang Pribadi UMKM, 

Badan non UMKM, dan Badan UMKM (Ispriyarso, 2019). Sebagaimana dimuat dalam Grafik 3, target 

pemerintah dalam tax amnesty tahun 2018 adalah pernyataan harta Rp4.000 triliun, pemulangan 

Rp1.000 triliun, dan uang tebusan Rp. 165 triliun. Realisasi pernyataan aset melebihi target, yaitu 

Rp4.734 triliun, sementara pemulangan dan uang tebusan tidak mencapai target, yakni hanya 

mencapai Rp. 135 triliun dan 147 triliun.  
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Grafik 3 Target dan Realisasi Amnesti Pajak 2016 (dalam triliun Rupiah) 

Sumber: Wulan et al., 2024 

 

Apabila diakumulasikan, realisasi penerimaan program pengampunan pajak dari ketiga aspek 

tersebut mencapai 97 persen dari yang ditargetkan. Kendati pemulangan dan uang tebusan tidak 

mencapai target, banyak peneliti yang memuji keberhasilan program pengampunan pajak pada 

tahun 2016 (Ispriyarso, 2019; Wulan et al., 2024). Data pada Tabel 1 turut menunjukkan bahwa 

Indonesia menempati posisi pertama dalam pemasukan program pengampunan pajak paling besar 

pada aspek uang tebusan di antara negara-negara yang telah melakukan program pengampunan 

pajak.  

 

Tabel 1 Uang Tebusan yang Masuk ke Negara yang Mengikuti Program Pengampunan Pajak 

No. Negara Uang Tebusan (Rp Triliun) 

1 Chili 20,7 

2 Italia 54,2 

3 Spanyol 15,5 

4 Belgia 5,9 

5 Afrika Selatan 2,8 

6 Jerman 11,3 

7 India 1,4 

8 Australia 7,4 

9 Indonesia 135 

                    Sumber: Ispriyarso, 2019 

 

Pada awal peluncurannya, program pengampunan pajak hanya akan diterapkan sekali, yaitu 

pada tahun 2016 (Hidayatulloh, 2016). Akan tetapi, program pengampunan pajak Jilid 2 melalui 

Program Pengungkapan Sukarela (PPS), diadakan pada awal tahun 2022 sampai dengan 30 Juni 
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2022 dengan berlandaskan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2021 tentang Tata 

Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak (PMK PPS). Pinatih (2022) 

menjelaskan bahwa secara formal, PPS memiliki perbedaan dengan program pengampunan pajak. 

Pada program pengampunan pajak, DJP belum memiliki data WP yang tidak patuh pajak sehingga 

DJP mengundang WP untuk hadir dan  melapor. Sementara pada PPS, DJP sudah memiliki data WP 

yang belum patuh, tetapi mengampuni WP tersebut dan memberikan kesempatan bagi mereka 

sebelum dilakukan pemeriksaan dan sanksi yang jauh lebih besar.  

Meski memiliki perbedaan secara formal, PPS dan program pengampunan pajak memiliki 

kesamaan secara substansial. Apabila menilik Pasal 4 PMK PPS, dapat diketahui bahwa 

pengungkapan harta bersih tidak dikenai sanksi administratif. Lebih lanjut, berdasarkan siaran pers 

Dirjen Pajak Nomor SP-37/2022, nilai harta bersih mencapai Rp594,82 triliun. Nilai harta bersih dari 

deklarasi dalam negeri sebesar Rp. 498,88 triliun. Total harta bersih dari repatriasi sebesar Rp. 13,70 

triliun, harta bersih dari deklarasi luar negeri senilai Rp. 59,91 triliun, dan harta bersih dengan 

komitmen investasi senilai Rp. 22,34 triliun. Adapun negara asal harta deklarasi dan repatriasi harta 

bersih dimuat pada Tabel 2. 

 

Tabel 2 Negara Asal Harta Deklarasi dan Repatriasi Harta Bersih 

No. Nama Negara Peserta Nilai Harta Nilai PPh Total 

1 Singapura 7.997 56.960,11 7.295,14 

2 Virgin Britania Raya, Kepulauan 50 4.997,39 601,9 

3 Hongkong 432 3.580,77 440,71 

4 Australia 1.154 2.766,32 372,14 

5 Tiongkok, Republik Rakyat 332 1.512,37 180,63 

6 Malaysia 442 1.184,18 162,24 

7 Amerika Serikat 399 1.272,80 160,39 

8 India 141 417,74 59,01 

9 Swiss 45 342,74 49,10 

10 Britania Raya 120 357,79 42,48 

11 Virgin Amerika Serikat, Kepulauan 3 326,21 29,04 

12 Kanada 63 177,12 26,70 

13 Cayman, Kepulauan 135 147,05 24,19 

14 Filipina 16 164,26 22,97 

15 Uni Emirat Arab 26 121,46 18,97 

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak, 2022 

 

Dalam siaran pers Dirjen Pajak Nomor SP-37/2022, Menteri Keuangan mengatakan bahwa hasil 

dari PPS terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Dalam rangka meningkatkan rasio perpajakan, 

Sri Mulyani mengatakan bahwa DJP akan melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum yang 

lebih kuat berdasarkan basis data yang ada. Sri Mulyani juga mengatakan bahwa program PPS akan 

menjadi yang terakhir  dan DJP akan menjalankan Undang-Undang secara konsisten, transparan, 

dan bertanggung jawab.  
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Program Pengampunan Pajak Ditinjau dari Asas Perpajakan 

Pelaksanaan program pengampunan pajak dapat dievaluasi dari sudut pandang asas-asas 

perpajakan. Rosdiana & Irianto (2012) menyatakan bahwa terdapat tiga asas yang harus 

diperhatikan dalam merancang reformasi perpajakan sebagaimana dimuat dalam Gambar 1. 

Mansury dalam Rosdiana & Irianto (2012) menyatakan bahwa asas revenue adequacy atau revenue 

productivity adalah kepentingan pemerintah, asas equality adalah kepentingan masyarakat dan 

asas certainty adalah untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat. Hal tersebut turut berlaku 

dalam proses implementasi UU Pengampunan Pajak. 

 

Revenue Productivity 

   Equality     Ease of Administration 

Gambar 1 Asas-asas dalam Sistem Perpajakan yang ideal 

Sumber: Rosdiana & Irianto, 2012 

 

Karena menyangkut kepentingan pemerintah, asas revenue productivity sering dianggap 

sebagai asas yang terpenting. Asas ini menjelaskan fungsi budgetair dari pajak sebagai jalur 

penerimaan dana dari masyarakat untuk membiayai kegiatan pemerintah (Rosdiana & Irianto, 

2012). Meski mendapatkan jumlah penerimaan yang besar, peneliti mendapati bahwa program 

pengampunan pajak di tahun 2016 dan tahun 2022 masih kurang efektif, bahkan dari sudut 

pandang asas revenue productivity (Adam et al, 2017).   

Adam et al (2017) mengkaji efektivitas program pengampunan pajak tahun 2016 dengan 

melihat kemampuan kantor pajak dalam memenuhi target penerimaan pajak. Sebagaimana 

dimuat dalam Grafik 4, Adam et al (2017) melakukan penelitian terhadap 341 KPP di Indonesia 

pasca program pengampunan pajak dan mendapati bahwa penerimaan pajak hanya dapat 

dikatakan efektif pada 53 KPP atau 16% dari keseluruhan KPP, sedangkan 288 KPP lainnya masih 

belum mencapai penerimaan yang efektif. Pengujian statistik yang dilakukan Adam et al (2017) juga 

menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara efektivitas penerimaan pajak 

baik sebelum maupun sesudah program pengampunan pajak 2016. Hal tersebut juga serupa 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Arif et al (2024) yang menyatakan bahwa program 

pengampunan pajak tahun 2016 efektif dalam meningkatkan jumlah wajib pajak, tetapi tidak 

efektif dalam realisasi penerimaan perpajakan dan peningkatan kepatuhan WP dalam melapor 

SPT. 
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Grafik 4. Efektivitas Penerimaan Pajak (dalam persen) 

Sumber: Adam et al, 2017 

 

Selain itu, terdapat disparitas antara teori asas equality dan penerapannya dalam program 

pengampunan pajak. Berdasarkan keadilan pajak horizontal, WP dalam kondisi yang sama 

seharusnya mendapatkan perlakuan pajak yang sama (Papadeas dan Sykianakis, 2014 dalam 

Susilawati et al., 2022). Dengan kata lain, WP tidak patuh yang melanggar ketentuan perpajakan 

seharusnya mendapatkan sanksi yang sepadan dengan perbuatannya. Akan tetapi, program 

pengampunan pajak yang menghapus sanksi administrasi perpajakan membuat WP patuh dan WP 

tidak patuh mendapatkan perlakuan yang sama sehingga mencederai asas keadilan tersebut 

(Wildan, 2025). 

Selain itu, kunci keberhasilan self assessment system adalah tax morale yang tinggi. Tax morale 

adalah motivasi intrinsik WP untuk membayar pajak atau perasaan bersalah apabila gagal 

melaksanakan kewajiban perpajakan (Kemme et al., 2020). Besarnya tax morale dipengaruhi oleh 

kepercayaan WP terhadap fiskus, pelayanan pajak, dan rasa keadilan (Alexander & Balavac-Orlic, 

2022). Dalam menilai tax morale, peneliti kerap menggunakan angka rasio pajak sebagai acuan. 

Faradina (2025) menyatakan bahwa Indonesia masih menghadapi angka tax morale yang rendah 

yang dapat dilihat dari angka rasio pajak di Indonesia yang masih di kisaran 9 persen sampai 11 

persen, masih jauh dari 15 persen yang menjadi acuan pembangunan berkelanjutan. Dengan 

kondisi yang masih belum stabil tersebut, turunnya rasa keadilan—apabila program pengampunan 

pajak diadakan kembali—akan berdampak semakin menurunnya tax morale yang dapat 

berimplikasi pada penurunan penerimaan negara dari sektor pajak.  

Salah satu unsur yang membentuk asas ease of administration  adalah certainty atau kepastian, 

baik bagi petugas pajak maupun semua Wajib Pajak (Rosdiana & Irianto, 2012). Pada tahun 2016, 

pemerintah mengatakan bahwa program pengampunan pajak hanya akan dilaksanakan sekali 

(Hidayatulloh, 2016). Kendati demikian, program pengampunan pajak—yang berganti nama 

menjadi PPS—kembali diadakan pada tahun 2022. Kemudian, pada siaran pers Dirjen Pajak Nomor 

SP-37/2022 menteri keuangan menyatakan bahwa PPS akan menjadi program terakhir. Namun, 
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pada tahun 2025 DPR menyetujui RUU Pengampunan Pajak agar masuk sebagai salah satu 

Prolegnas Prioritas 2025. Perbedaan janji pemerintah yang terus berubah ini menimbulkan 

ketidakpastian bagi WP dan akan menurunkan kepercayaan WP (Wildan, 2025).  

Selain itu, dari dari sudut pandang kepastian hukum, angka realisasi program pengampunan 

pajak pada tahun 2016 dan 2022 menunjukkan kelemahan fiskus dalam mengamankan 

penerimaan negara. Alm (2003) menyatakan bahwa program pengampunan pajak dapat membuat 

WP menyadari dua hal, yaitu adanya perilaku tidak patuh dan pemerintah yang tidak dapat 

menegakkan hukum pajak. Kelemahan penegakan hukum pajak kemudian akan berdampak pada 

penurunan tax morale dan penerimaan pajak (Jayasinghe, 2010). Hal tersebut terjadi karena 

penghapusan sanksi dalam program pengampunan pajak  menunjukkan melemahnya sifat 

imperatif dari hukum pajak itu sendiri.  

 

Implementasi Program Pengampunan Pajak di Berbagai Negara 

Telah banyak penelitian yang menunjukkan kelemahan program pengampunan pajak dengan 

interval yang terlalu banyak, salah satunya adalah India. Penelitian Rath (2019) menunjukkan 

bahwa pertumbuhan ekonomi di India pada tahun 1951—tahun dilaksanakannya program 

pengampunan pajak—di kisaran 6 (enam) persen. Indonesia mengalami kondisi serupa pada tahun 

2016—tahun pelaksanaan program pengampunan pajak jilid I—yaitu pertumbuhan PDB di angka 

5,03 persen (Syaharani, 2023). 

Penelitian Mookherjee & Das-Gupta (1995) mengkaji implementasi program pengampunan 

pajak di India yang sudah dilakukan selama lima kali dalam kurun waktu yang berdekatan yaitu 

1951, 1965, 1975, 1985 (yang diperpanjang hingga 1986), dan 1991. Setelah tahun 1980, program 

pengampunan pajak dilakukan secara berkala sehingga dapat diantisipasi oleh WP. Dalam 

penelitian tersebut dijelaskan bahwa penerimaan dari program pengampunan pajak berangsur-

angsur menurun sejak program pengampunan pajak yang pertama sebagaimana digambarkan 

dalam Tabel 3. Selain itu, efek tidak langsung program pengampunan pajak—berkurangnya 

penerimaan dari denda dan sanksi administrasi—juga bersifat merugikan dan dapat secara 

signifikan melebihi efek langsung yang positif.   

 

Tabel 3 Amnesti Sementara di India 

Tahun Dasar 

Hukum 

Tarif 

Pajak 

Durasi Jumlah 

Kasus 

(ribuan) 

Pendapatan 

yang 

Diungkapkan 

(Rs.cr.) 

Hasil 

Pendapatan 

(Rs.cr.) 

Hasil 

Sebagai % 

dari 

Pendapatan 

Tahunan 

1951 n.a n.a Mei-

Oktober 

1951 

20,9 70,2 10,89  

1965 

 

 

1965 

Finance 

Act 1965 

Finance 

Act (No.2) 

1965 

6% 

 

n.a 

Maret-Mei 

1965 

Agustus 

1965-Maret 

1966 

2,0 

 

114,2 

52,18 

 

145 

30,8 

 

19,45 

18,5* 
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1975 Voluntary 

Disclosure 

Act 1976 

25-

60% 

Oktober 

1975 

245,6 746,07 249 20,5 

1980 Special 

Bearer 

Bond 

Scheme 

1981 

** **  400 160* 10,6* 

1985-

1986 

Finance 

Act 1985 

*** Nov 1985 

Maret 1987 

1539,9 2940,37 388,03 7,2 

Note *: Agregat dari dua skema tahun 1965            **: Lihat tulisan untuk penjelasan   

***: Menggunakan tarif pajak normal, namun mendapat keringanan bunga 

Sumber: CAG, 1990; Mookherjee & Das-Gupta, 1995 

  

Selain India, Bangladesh—negara dengan kondisi demografi yang serupa dengan Indonesia—

juga merupakan negara yang telah melakukan 18 kali program pengampunan pajak pada rentang 

tahun 1971 sampai 2013 (Ahmed, 2017). Program pengampunan pajak di Bangladesh dikenal 

sebagai skema “black money whitening”, yaitu pelaporan pendapatan atau “uang gelap” yang 

belum dilaporkan sebelumnya yang dinilai kontroversial (Gani, 2006; Waris & Latif, 2013). Gani 

(2006) juga menyatakan bahwa kebijakan pengampunan pajak yang dilakukan oleh National Board 

of Revenue (NBR) gagal menyentuh underground economy dan memperburuk kepatuhan dengan 

mendorong WP yang patuh untuk terlibat dalam praktik penghindaran pajak. 

Data pada Tabel 4 turut menunjukkan bahwa penerimaan dari program pengampunan pajak 

tidak cukup besar sebagai justifikasi untuk kembali melaksanakan program pengampunan pajak di 

Bangladesh (Ahmed, 2017). Sistem tersebut juga memberikan sinyal yang salah bagi pelaku korupsi 

yang menyimpan “uang gelap” bahwa mereka mendapatkan keringanan dan penangguhan 

hukuman dari pemerintah (Waris & Latif, 2013). Dengan kata lain, efek pendapatan dalam jangka 

pendek dari program pengampunan pajak juga terbatas dan gagal memenuhi target yang 

diharapkan (Ahmed, 2017).  

 

Tabel 4 Pengumpulan Melalui Program Amnesti Pajak Versus Total Pengumpulan 

Tahun 

Keuangan 

Total Penerimaan 

Pajak Penghasilan 

(dalam Tk Crore*) 

Penerimaan Pajak melalui 

Program Tax Amnesty 

(dalam Tk Crore*) 

Persentase Tax Amnesty dari 

Total Penerimaan Pajak 

Penghasilan 

1976-1977 114,64 10 8,72 

1987-1988 664,29 40 6,02 

1988-1989 705,93 25 3,54 

1989-1990 782,24 40 5,11 

2000-2001 3.500,82 100 2,85 

2002-2005 14.520,00 No. tax 0,00 

2005-2006 7.162,01 345 4,81 

2006-2007 8.721,24 687,43 7,88 

2007-2008 11.744,66 800,03 6,81 

2008-2009 13.857,74 100,08 0,72 
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2009-2010 17.042,28 121 0,70 

Note*: Satuan sistem angka India             

Sumber: NBR Bangladesh; Ahmed, 2017. 

 

 

KESIMPULAN 

Pengampunan pajak merupakan konsep penghapusan sanksi bagi WP yang melakukan 

pelanggaran terhadap ketentuan perpajakan. Menilik implementasinya yang telah dua kali 

dilaksanakan di Indonesia, program pengampunan pajak terbukti berhasil dalam menjalankan 

fungsi revenue productivity meski terdapat penurunan penerimaan yang cukup signifikan antara 

program pengampunan pajak tahun 2016 dan PPS tahun 2022. Kendati demikian, Indonesia adalah 

negara yang menggunakan self assesment system sehingga penting bagi WP untuk memiliki tax 

morale yang tinggi. Dengan demikian, pembentukan kebijakan perpajakan di Indonesia hendaknya 

mengedepankan asas equality yang menjadi salah satu komponen utama dalam meningkatkan tax 

morale.  

Meski memiliki keunggulan dalam menghimpun penerimaan dalam waktu singkat dan 

membantu DJP melakukan pengawasan melalui data yang didapat, riset dari penelitian terdahulu 

menunjukkan bahwa kebijakan pengampunan pajak dinilai belum dapat memenuhi asas equality 

dan revenue productivity karena hanya menguntungkan WP yang tidak patuh. Hal tersebut akan 

menurunkan tax morale WP yang akan mempengaruhi fungsi revenue productivity yang menjadi 

salah satu keunggulan program pengampunan pajak. Selain itu, sanksi administrasi diciptakan 

untuk membantu efektivitas penegakan hukum melalui efek jera yang diberikan. Penghapusan 

sanksi yang dilakukan oleh program pengampunan pajak dapat melemahkan fungsi imperatif dari 

hukum itu sendiri dan justru “mendorong” pelanggaran. 

Apabila RUU Pengampunan Pajak resmi menjadi undang-undang, WP akan mengantisipasi 

adanya pengampunan pajak di masa depan. Dengan menganalisis manfaat yang akan dirasakan, 

WP akan cenderung memilih untuk menunda pembayaran kewajiban perpajakannya karena tidak 

ada perbedaan perlakuan antara menjadi patuh ataupun tidak. Pada titik yang ekstrem, program 

pengampunan pajak akan menjadi satu-satunya waktu pembayaran pajak sampai ia kehilangan 

efektivitasnya sepenuhnya. 

Oleh karena itu, UU Pengampunan Pajak bukanlah solusi jangka panjang dan juga bukan solusi 

yang dapat dilakukan berulang. Masalah utama yang ingin diatasi oleh program pengampunan 

pajak adalah banyaknya WP yang menyimpan harta di luar negeri dan tidak melaporkannya di SPT 

Tahunan pajak penghasilan mereka. Namun, program yang sama justru menimbulkan masalah 

dalam hal pemenuhan asas equality dan ease of administration. Dengan demikian, perlu ada 

pembenahan pemenuhan asas equality dan ease of administration dalam RUU Pengampunan Pajak 

sebelum dibakukan sebagai hukum positif di Indonesia. 
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